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ABSTRAK

KebijakanpengelolaanLapasmasihmengalamihambatandariberbagaipersoalan
yang munculpadaakhir-akhirini.Sering terjadinyakericuhandanpelarianyang
merupakanbagiantatakelolaLapasyangkurangbaik.Penelitianinimenggunakan
penelitiandiskriptifnormatif.Adaduapermasalahanpokokyangdiangkatadalah:1.
BagaimanapolitikHukum dalam pengelolaanLapasdiIndonesia?dan2.Bagaimana
pengelolaan Pemasyarakatan dalam menunjang peningkatan kinerja
pemasyarakatan diIndonesia? Darihasilpembahasannya menunjukkan bahwa
pengambilan kebijakan tata kelola pemasyarakatan masih kurang maksimal
sehinggamasihbanyakpersoalanyangditimbulkanakibatdarikesalahantatakelola
pemasyarakatan.Untuk meningkatkan kinerja Lapas membutuhkan sarana dan
prasaranayangmemadaidanpetugasyangprofessionaldalam melaksanakantugas
danfungsinya.Jadikesimpulannyaadalahperludilakukanpengelolaanyangdapat
memperbaiki Lapas yang sudah mengalami keretakan dan pengelolaannya
membutuhkanketerlibatandariberbagaielementermasuksaranadanprasarana
sertasumberdayamanusiayangmemadai.
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PENDAHULUAN

Kasus yang terjadidiLembaga Pemasyarakatan (Lapas) selalu

mengemuka beberapa terakhirini.Masyarakatselalu dihadapkan dengan

berita-berita Lapas yang rusuh,pembakaran,pelarian,peredaran gelap

narkobayangdilakukanolehPetugasdannarapidana/tahananyangadadi

dalam Lapasdanmasalahlainnyayangselalumenarikmediauntukdiangkat.

Sepertiyang kita ketahui,terjadipada tahun 2019 dihadapkan pada

pembakaranlapasyangdilakukanolehnarapidanayangadadiLapasSorong.

MenurutDatadarikompas.com pembakarantersebutadanyaterjadipelarian

napimencapai258orangpadahariSenin,tanggal19Agustus2019dengan

jumlahhunianmencapai547orang.

Kejadian selanjutnya 2019,Lapas dihadapkan lagidengan kejadian
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pembakarandiLapasSigi,pembakaranLapasSigidisebabkankarenaketidak

puasannapiterhadaplapas.Disusullagidengankejadiankerusuhandan

pembakaranyangterjadidiRumahTahananKabanjahepadaawaltahun2020,

denganadanyaprovokasi4tahanansupayamenentangpenggeledahankamar

didalam RUTANolehtahanan.Beberapakasusinimengemukadalam tahun

terakhirinibelum lagidengan beberapa kasus kecillainnya yang harus

menjadiperhatiankhususKementerianHukum danHAM RepublikIndonesia

dalam penanganannya.

Dengan adanya kasus-kasus yang selalu dihadapi oleh jajaran

kementerianhukum danHAM dibawahDirektoratJenderalPemasyarakatan

(DitjenPAS)yangmengurusLapasseluruhIndonesiamenjadisuatumasalah

seriusyangharusdihadapidanperludilakukanevaluasiterhadapberbagai

persoalantersebut.Persoalanyangselaludihadapitersebutpastiadahal-hal

mendasaryangdihadapiolehjajaranPemasyarakatanbaikdariarahkebijakan

danpengelolaanLapasyangharusdibenahi.

Kebijakan pengelolaan Lapas tidaksaja dipengaruhioleh Lembaga

internalpadaKemenkumham RepublikIndonesiasajasepertiketidaksesuaian

antarakebijakanyangdiambilpadaKementerianHukum danHAM dengan

implementasiyangterjadidiLapas,tetapijugadipengaruhiolehLembaga

eksternalsepertihubungankebijakanpadakementerianataulembagaterkait

lainya,sepertidalam pengaturanterhadappenggunanarkotika(rehabilitasi

sosialdan medis)masih banyak didalam Lapas sehingga Lapas dan

mengalamiovercrowdedakibatnarapidanadenganputusanrehabilitasikasus

narkobamasihberadadidalam Lapas.Disampingitujuga,padaKementerian

Hukum dan HAM RI,tidak hanya dikelola oleh satu DirektoratJenderal

Pemasyarakatandalam tatarankebijakannya,tetapidilakukanolehbeberapa

uniteselonIdarisisiperekrutanpegawaidancalontarunadilakukanoleh

SekretarisJenderalKementerianHukum danHAM RI,Pengangkatan,mutasi

jabatan dan pemberhentian dilakukan juga dibawah Sekretaris Jenderal.

Sedangkanpeningkatansumberdayamanusiadilakukanolehsatubadan

tersendiriyaitu Badan Pengembangan SumberDaya Manusia (BPSDM)

KementerianHukum danHAM RI.

Disampingitudarifaktorkoordinasidenganlembaga/instansilainnya

yakniKepolisian,Kejaksaan,Pengadilan,BadanNarkotikaNasional(BNN),

BadanNasionalPenanggulanganTerorisme(BNPT),LembagaLegislatif(DPR

RI)maupundenganLSM,halinipunperluadanyakoordinasiyangsinergiuntuk

menentukankebijakanyangstrategisdalam mengatasipermasalahanyang

terjadidiLapas.Koordinasidanpengambilankebijkanharussejalandengan

program yangadadiLapassehinggaterintegrasidenganbaiksetiapkebijakan

dalam menanggulangiberbagaipermasalahan yang munculdiLapas.

Koordinasidankonsultasisudahdilaksanakanolehbeberapalembaganegara

tersebut,tetapibelum cukupmaksimaluntukmengantisipasipersoalanyang
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terjadidiLapas,sehinggaperlukebijakanyangmemberikankontribusidalam

pengelolaanLapastersebut.

Sinkronisasidankoordinasiantarlembagainiterkadangkurangdan

yangmengetahuiLapasadalahDirektoratJenderalPemasyarakatan(Ditjen

PAS),sehingga perlu dilakukan pengelolaan khusus oleh Ditjen PAS.

Pengelolaan Lapas inibelum dilakukan secara maksimaloleh Direktorat

JenderalPemasyarakatanbaikdarisisianggarandanSDM yangadadiLapas.

Kebijakanpenerimaandanpengelolaankepegawaianmasihdalam wilayah

pekerjaansekretarisjenderalsehinggakebijakanyangdiambilLapastidak

maksimal.

Kebijakanantarlembagaeksternalsepertikepolisian,kejasaanterkait

jugamasihkurangsinkronisasidankoordinasi,terkaitrencanarevisiPP.99

tahun2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturanPemerintahNomor32

Tahun1999TentangSyaratdanTataCaraPelaksanaanHakWargaBinaan

PemasyarakatandanUU Nomor12 tahun1995 tentang Pemasyarakatan,

masihditunda,karenadarimasingmasinglembagabaikpemerintahmaupun

LSM masih belum ada kesepahaman dan tarik menarik kepentingan,

khususnyayangmengaturprogram pembinaannarapidanaperkaraHighrisk

(resikotinggi)yangdiberlakukanbagiterpidanakorupsi,narkotika,kejahatan

transnasional,terorisme,dankejahatanHAM,sehinggarencanarevisitersebut

ditangguhkan.

NamundemikianupayaKementerianHukum danHAM RIsementara

melakukankoordinasidansosialisasiyangsinergiantarlembagatersebut

agarmasing-masing lembagapemerintah dan LegislatifsertaLSM dapat

sepaham dansejalanmelakukanperubahanPP99/2012.KarenaPPNo.99

Tahun2012initidakmenghapusremisidanpembebasanbersyarat,tetapi

dilakukanpengetatandengansyaratdankriteriayangterukursertadapat

dipertanggung jawabkan.Namun jika dikehendakiada pembatasan,tidak

dibenarkanbertentangandenganPasal28JUUD 1945yangmenegaskan

bahwapembatasanhakasasihanyadapatdilakukandenganUndang-Undang

dantidakbolehdenganperaturanperundangandibawahnya.AdapunPasal28

J (b) UUD 1945 menjelaskan bahwa: Dalam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

menjaminpengakuansertapenghormatanatashakdankebebasanoranglain

danuntukmemenuhituntutanyangadilsesuaidenganpertimbanganmoral,

nilai-nilaiagama,keamanandanketertibanumum dalam suatumasyarakat

demokaratis.

Jika ada pembatasan terhadap hak-hak narapidana sepertiyang

tertuangdalam PP No.99Tahun2012tersebutharuslahdidasarkanpada

ketentuan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan dan tidak boleh

didasarkan atas ketentuan dibawah Undang-Undang atau hanya direktif
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semata-matadalam bentukPeraturanPemerintah(PP)atauperaturanmenteri

(Permen)atauperaturanMahkamahAgung(Perma).Halinitelahdiaturdi

dalam UUD 1945 (Pasal28 J)dan UU Nomor12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Perundang-undangan,begitu pula menurutdoktrin hukum

perundang-undangan.PPNo.99Tahun2012secarateologisdangramatikal

ternyatadigunakanhanyauntuk“memperpanjangmasahukuman”narapidana

korupsi,terorismedannarkobabukanuntukmenimbulkanefekjera.Karena

persyaratanketatdalam peraturantersebutmenambahpenderitaanyangtidak

perlu dan melampauibatas kemanusiaan yang diakuiuniversaldalam

perlakuanterhadapparapelanggarhukum.

Menghindariisuovercrowdedyangmasihmerupakanpermasalahan

mendasarLapas diIndonesia.Pengetatan yang dilakukan sebagaimana

disebutkandalam PPiniakansemakinmenambahjumlahnarapidanayang

tinggal,khususnyanarkobadankorupsiyangsemakinmeningkatdiIndonesia

dewasa ini.Tanpa bermaksud melonggarkan aturan main,maksud isu

penyempurnaan ini dilakukan agar tetap sesuai dengan semangat

penyelenggaraan Lapas sebagaimana yang diamanahkan oleh UU

Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, optimalisasi atau penyederhanaan

pemberianRemisi,asimilasidanPembebasanBersyaratmerupakankunci

untukmengurangikelebihankapasitasdanmenghindariterjadinyaganguan

keamanandanketertibanpadaLapas.

Denganadanyabeberapapermasalahantersebutmenunjukkanbahwa

kebijakan yang baik,akan menentukan keberlangsungan suatu organisasi

berjalansesuaidenganapayang menjadicita-citadantujuannyadengan

melakukan berbagai langkah-langkah Kebijakan strategis dalam

pengelolaannya. Langkah-langkah Kebijakan strategis tersebut dengan

membuatrencanakerjajangkapendek,jangkamenengahdanjangkapanjang.

Denganadanyaberbagaipermasalahantersebut,penelitiinginmengangkat

persoalandalam tataranpolitikHukum denganJudul:PolitikHukum dalam

PengelolaanLapasdiIndonesia.Berdasarkanlatarbelakangpermasalahandi

atasdapatdirumuskansebagaiberikut:1)BagaimanapolitikHukum dalam

pengambilan kebijakan pada dalam tata Kelola pengelolaan Lapas di

Indonesia?,dan2)BagaimanaKebijakanpengelolaanPemasyarakatandalam

menunjangpeningkatankinerjapemasyarakatandiIndonesia?

A.MetodePenelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian

kualitatifdengan menganalisis data-data yang terdapatpada penelitian

kepustakaan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini juga

menggunakanpendekatankualitatifdeskripitif,denganmengamatikondisi

objekkajianilmiah.Pendekatankualitatifinimenekankankepadapencarian
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informasi,pengumpulandata,yangkemudiandiinterpretasikandandianalisis.

MenurutLexy J.Moleong,Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang

menghasilkandatadeskripitifberupakata-katatertulisataulisandariorang-

orangdanperilakuyangdapatdiamati.Parsudijugamengatakanhalyang

samasebagaiberikut:“Penelitiankualitatifakanmenghasilkandatadeskriptif

berupaucapandanperilakusubyekyangditelitidiarahkanpadakonteksdari

suatukebutuhansasaranyangdikaji.Selanjutnyamenganalisisgejala-gejala

sosialdanbudayadenganmenggunakankebudayaandarimasyarakatyang

bersangkutanuntukmemperolehgambaranmengenaipola-polayangberlaku

danpola-polayangditemukantadidianalisislagidenganmenggunakanteori-

teoriobyektif”.

B.Pembahasan

Secara umum,istilah “kebijakan”atau “policy”digunakan untuk

menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat,suatu

kelompok,maupunsuatulembagapemerintah)atausejumlahaktordalam

suatu bidang tertentu.Dalam karyailmiah ini,penelitiberbicaradalam

tatarankebijakanpemasyarakatansehinggabidangtertentuyangdimaksud

disiniadalahmengkajilebihkhususpadabidangkebijakanpolitikHukum

terkaitkebijakantatakelolaLapasdiIndonesia.

Kebijakanadalahsuatuketetapanyangmemuatprinsip-prinsipuntuk

mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuatsecara terencana dan

konsistendalam mencapaitujuantertentu.

Seorang Pakarilmu politik,Richard Rose menyarankan bahwa

kebijakanhendaknyadipahamisebagai“Serangkaiankegiatanyangsedikit

banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagimereka

yangbersangkutandaripadasebagaisuatukeputusansendiri.Definisiini

bersifatambigu,namundefinisiinibergunakarenakebijakandipahami

sebagaiarahdanpolakegiatandanbukansekedarsuatukeputusanuntuk

melakukansesuatu.

Dalam kehidupanbernegarauntukmewujudkankemakmurandan

kesejahteraanmasyarakatnyaperluadanyapolitikyangberjalanpadasuatu

negaratersebut,politikdalam artipengambilankebijakan-kebijakanyang

bersifatumum harusdilakukanolehNegara.

PolitikHukum dalam kaitannyadenganPemasyarakatanmerupakan

suatutindakanpengambilankebijakanyangdilakukanolehKementerian

untukmenentukanarahdantujuanyangakandicapaiolehPemasyarakatan

yang berada diwilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia. Dalam pengambilan kebijakan tersebut Menteri memiliki

kewenanganpenuhdalam menentukanarahdantujuanpemasyarakatan

yang akan datang.Sepertipengaturan tentang Pengelolaan Lapasdan

RutandiIndonesiaagarberjalansesuaidenganyangdiharapkan.
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Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

PemasyarakatanatauUU12/1995Pasal1ayat(1)bahwaPemasyarakatan

adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatanberdasarkansistem,kelembagaan,dancarapembinaan

yangmerupakanbagianakhirdarisistem pemidanaandalam tataperadilan

pidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan

mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan

PemasyarakatanberdasarkanPancasilayangdilaksanakansecaraterpadu

antarapembina,yangdibina,danmasyarakatuntukmeningkatkankualitas

WargaBinaanPemasyarakatanagarmenyadarikesalahan,memperbaikidiri,

dantidakmengulangitindakpidanasehinggadapatditerimakembalioleh

lingkungan masyarakat,dapataktifberperan dalam pembangunan,dan

dapathidupsecarawajarsebagaiwargayangbaikdanbertanggungjawab.

Tulisan inimembahas tentang Kebijakan Politik Hukum terkait

denganPemasyarakatandalam pengambilankebijakanpadapengelolaan

Lapas diIndonesia.Dengan adanya kebijakan yang baik maka akan

mempengaruhidanmengurangipersoalanLapas.Pembatasanpenelitian

iniadalah melakukan penelitian dalam pengambilan politik kebijakan

dilakukanolehKementerianHukum danHAM RIpadauniteselonIyang

terdiridari:DirektoratJenderalPemasyarakatan(DitjenPAS),Sekretaris

Jenderal,InspektoratJenderal,danBadanPengembanganSumberDaya

Manusia Hukum dan HAM terkaitpengelolaan Lapas dan Rutan di

Indonesia dan unit eselon 1 yang lain yakni Badan Penelitian

PengembangandanHam danjugaBadanPembinaanHukum Nasional,

sertapolitikkebijakanpadatataranDPRRIdalam pengesahanperaturan,

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPan) terkait

optimalisasipetugasLapasdanRutan,KementerianKeuangan(KemenKeu)

terkaitpembiayaan,BNPT dalam menanggulangiterorisme,BNN yang

berkaitandenganpenanggulangannarkobadanrehabilitasi,ICW.

LembagaPemasyarakatanmerupakanUnitPelaksanaTeknis(UPT)

yangfungsidantugasnyamembimbing,membinadanmengamankanpara

narapidanagunamewujudkanketertibandankeadilandalam masyarakat.

Pembinaan narapidana yang merupakan salah satu warga binaan

berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai langkah dalam

menanggulangikejahatandanpengulangantindakpidanayangdilakukan

olehnarapidanasetelahselesaimenjalanimasapidananya.

MenurutMuhammadNasirdkkdalam Jurnalnya,bahwaPencapaian

tujuan tersebutsangatdipengaruhidarikeinginan pemerintah dalam

menekanangkakriminalitasyangterjadidalam masyarakat.Apabilaini

tidakberhasildilakukanmakamustahiltujuanpembangunannasionaldan

pembangunanhukum dapatmenghasilkansepertiharapansemuapihak.

Merekayangmelakukantindakpidanamelaluiprosesperadilanpidana
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mendapatsanksipidanaatasperbuatanmerekadanmenjadinarapidanadi

Lapas.Lembagapemasyarakatansebagaiinstitusiaparatpenegakhukum

yangpalingakhiryangmenentukankeberhasilandalam prosespemidanaan

diIndonesia.

UpayameminimalisasiterjadinyapelanggaranketertibandiLapas

sepertiterjadinyakerusuhanyangmengakibatkanpelariannarapidana,perlu

ditempuhmelaluikebijakandenganmeningkatkanprofesionalismepetugas

melaluipembinaankinerja,manajemenperilakusertameningkatkanrasio

petugaspemasyarakatan.Danjugadapatdilakukanpenyederhanaantata

cara pemberihak-hak narapidana sepertipenyederhanaan persyaratan

Pemberin Remisi,asimilasi,cutibersayarat,cutimenjelang bebas dan

pembebasan bersyarat. Apabila dilakukan dengan baik pemberian

pelaksanaanhakdiatasdapatmengurangihuniandanpengelolaanLapas

yangadasaatinidapatterwujud.

Menurut Suharsimiarikunta pengelolaan adalah subtantif dari

mengelola,sedangkanmengelolaberartisuatutindakanyangdimulaidari

penyusunandata,merencana,mengorganisasikan,melaksanakan,sampai

dengan pengawasan dan penilaian.Dijelaskan kemudian pengelolaan

menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber

penyempurnaandanpeningkatanpengelolaanselanjutnya.

MarryParkerFollet(1997)mendefinisikanpengelolaanadalahseni

atauprosesdalam menyelesaikansesuatuyangterkaitdenganpencapaian

tujuan.Dalam penyelesaianakansesuatutersebut,terdapattigafaktoryang

terlibat:a)Adanyapenggunaansumberdayaorganisasi,baiksumberdaya

manusiamaupunfaktor-faktorproduksilainya,b)prosesyangbertahap

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengimplementasian,hinggapengendaliandanpengawasandan,c)Adanya

senidalam penyelesaianpekerjaan.

Jadidapatdisimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen)adalah

suatucaraatauprosesyangdimulaidariperencanaan,pengorganisasian,

pengawasan dan evaluasiuntuk mencapaisuatu tujuan yang telah

ditentukanagarberjalanefektifdanefisien.

Pengelolaan Pemasyarakatan dalam menunjang peningkatan

kinerjaPemasyarakatandiIndonesia

KatapolitiksecaraetimologisberasaldaribahasaYunani"Politeia",

yang akar katanya adalah polis dan teia.Kata polis inimemilikiarti

kesatuanmasyarakatyangberdirisendiri,yaitunegara.Adapunkatateia

memilikiartiurusan.Maka,kata politik bisa diartikan sebagaiurusan

kehidupannegara.Dalam bahasaIndonesia,politicsmempunyaimakna

kepentinganumum warganegarasuatubangsa.Politikmerupakansuatu

rangkaianazas,prinsip,keadaan,jalan,caradanalatyangdigunakanuntuk

mencapaitujuan tertentu yang kita kehendaki.Dalam bahasa Inggris,
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politicsadalahsuaturangkaianasasatauprinsip,keadaan,caradanalat

yangdigunakanuntukmencapaicita-citaatautujuantertentu.Politiksecara

umum menyangkuttujuannegaradancaramelaksanakannya.

Hukum ini tidak dapat didefinisikan dengan kata-kata yang

sederhanakarenahukum itusangatluas.Tetapibeberapapakartetap

memberikanartiataudefinisihukum.Seperti,Prof.Dr.VanKan Dalam

bukunyayangterkenal(InleidingtotdeRechtswetenschap),jurisdarinegeri

Belanda ini,mendefinisikan hukum sebagaiberikut:Hukum adalah

keseluruhan peraturan hidup yang bersifatmemaksa untuk melindungi

kepentingan manusia didalam masyarakat.Kemudian menurutDr.E.

Utrecht,SH.Hukum adalahhimpunanpetunjuk-petunjukhiduptatatertib

suatumasyarakatdanseharusnyaditaatiolehanggotamasyarakatyang

bersangkutan. Sedangkan menurut Immanuel Kant: “Hukum ialah

keseluruhansyarat-syaratyangdenganinikehendakbebasdariorangyang

satu dapatmenyesuaikan diridengan kehendakbebasdariorang lain,

menurutiperaturan hukum tentang kemerdekaan.Jadidapatdikatakan

bahwahukum itumencakupkeseluruhanaspekkehidupandannormayang

mengaturkehidupanmasyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

PemasyarakatanatauUU12/1995Pasal1ayat(1)bahwaPemasyarakatan

adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatanberdasarkansistem,kelembagaan,dancarapembinaan

yangmerupakanbagianakhirdarisistem pemidanaandalam tataperadilan

pidana.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”,

terbawaolehderasnyaaruspenambahankatapungutkedalam bahasa

Indonesia,istilahinggristersebutlaludiIndonesiamenjadimanajemen.

Manajemenberasaldarikatatomanageyangartinyamengatur,pengaturan

dilakukanmelaluiprosesdandiaturberdasarkanurutandarifungsi-fungsi

manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk

mewujudkantujuanyangdiinginkanmelaluiaspek-aspeknyaantaralain

planning,organising,actuating,dan controling.Dalam kamus Bahasa

Indonesialengkapdisebutkanbahwapengelolaanadalahprosesataucara

perbuatan mengelola atau prosesmelakukan kegiatan tertentu dengan

menggerakkantenagaorang lain,prosesyang membantumerumuskan

kebijaksanaan dan tujuan organisasiatau proses yang memberikan

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijaksanaandanpencapaitujuan.

LembagaPemasyarakatanyangselanjutnyadisebutLAPASadalah

tempatuntuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan.SedangkanAnakDidikPemasyarakatanatauAndikpas

adalahterdiridari:a.AnakPidanayaituanakyangberdasarkanputusan
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pengadilanmenjalanipidanadiLAPASAnakpalinglamasampaiberumur

18(delapanbelas)tahun;b.AnakNegarayaituanakyangberdasarkan

putusanpengadilandiserahkanpadanegarauntukdididikdanditempatkan

diLAPASAnakpalinglamasampaiberumur18(delapanbelas)tahun;c.

Anak Sipilyaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya

memperolehpenetapanpengadilanuntukdididikdiLAPAS Anakpaling

lamasampaiberumur18(delapanbelas)tahun.

Lapas dapat dikatakan berhasil apabila tidak ada hal-hal

penyimpangan,kerusuhan,pemberontakandanpelariansertapenegakan

peraturandanStandarOperasionalProsedur(SOP)didalam Lapas.SOP

merupakan standar pelaksanaan dalam menjalankan fungsi Lapas

menjalankankegiatandidalam Lapas.BeberapapeningkatanKinerjaLapas

danRutanadalahsebagaiberikut:

1.Peningkatan SDM dariWBK (Wilayah Bebas Korupsi)dan

WBBM (WilayahBirokrasiBersihMelayani).

SumberDaya Manusia (SDM)merupakan salah satu

yangsangatdiperhatikandalam meningkatkanfungsiLapas

dan Rutan dalam menjalankan fungsinya sesuaidengan

peraturanyangberlaku.PetugasLapasharusdiberikanbekal

yangcukupdalam pelaksanaantugasnyasehinggamampu

menjalankan setiap tugasnya dengan berpedoman kepada

SOP dan peraturan yang berlaku.Petugas harus mampu

memberikan pelayan prima tanpa ada unsuriming-iming

diberikansuatuimbalandarimasyarakatataslayananyang

diberikannya.Termasuk juga memberikan layanan tanpa

pungutan yang diminta darimasyarakatuntuk melahirkan

WBBM padasetiapLapas.Untukmewujudkanpetugasyang

bersihmelayanidanwilayahbebaskorupsiperludiberikan

bekaldalam pelaksanaantugasnya.Pelaksanaanpendidikan

dan latihan (Diklat) bagi setiap petugas agar dapat

mewujudkanLapasyangbersihdanmelayani.

2.PegawaimelaksanakankinerjasesuaidenganSOP

Standar OperasionalProsedur (SOP) merupakan standar

pelayanan yang harusdipatuhioleh setiap petugasdalam

melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan

narapidana.SetiappelayananharusberdasarkanSOP yang

ada,sehinggadapatmewujudkanlayananyangbersihdan

bebaskorupsi.Untukpelayananyangdapatdilakukandengan

menggunakan system online,maka setiap Lapas harus

mampu menyiapkan SOP pelayanan berbasis Teknologi
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Informasi(IT).

3.PeningkatanLayananKunjunganberbasisIT

Layanan kunjungan merupakan salah satu layanan yang

diberikan langsung kepada masyarakat yang sedang

melaksanakankunjungan(bezuk)didalam Lapas.Petugas

harus diberikan pemahaman dan wawasan terkait cara

pelayananyangdiberikansehinggamemberikanlayananyang

memuaskanmasyarakat.Petugastidakmemintaimbalanatas

layananyangdiberikannya,sehinggabersihmelayanimulai

darimasuk kunjungan,selama masa kunjungan sampai

berakhirnyakunjungan.Petugasharusadildalam memberikan

perlakuanpengunjungdannarapidanadalam setiappelayanan

agarsemuadapatterlayanidenganbaik.Untukmeningkatkan

pelayanan juga setiap Lapas sudah menggunakan system

informasikunjungan agarmemudahkan setiap pengunjung

tidakmengantriterlalulamadiLapasuntukmasukberkunjung.

4.LayananKesehatandanperawatanmakananWBP

Kegiatanperawatanmerupakankegiatanyangutamadidalam

Lapas.Pelaksanaan kegiatan iniadalah kesehatan dan

makanan.Pelayanankesehatansudahdisediakandisetiap

Lapassehinggadapatmenguranginarapidanayangsakitdi

dalam Lapas.Terdapatklinikkhususnarapidanayangsudah

disediakan sehingga narapidana dapat mengontrol

kesehatanannyasesuaidenganjadwalyangsudahdisediakan

olehpetugaskesehatan.Perawatanmakananjugamenjadi

bagian penting karena terkaitkebutuhan gizibagisetiap

narapidana.Apabilagizinyabagusmakadapatmengurangi

tingkatpenyakityangakandideritaolehsetiapnarapidana.

5.LayananInformasi,Wartelsusdanpengaduan

Kebutuhaninformasisudahmenjadikebutuhanpokokbagi

setiaporangtermasuknarapidanadidalam Lapa.Narapidana

dapat berkomunikasi setiap waktu dengan keluarganya

dengandiberikanlayananinformasiyangmemadai.Didalam

Lapas sudah menyediakan layanan khusus berupa

Wartelsuspas dengan diawasilansung petugas pada saat

melakukan komunikasi keluar Lapas agar tidak

disalahgunakan untuk berkomunikasitentang hallainnya.

Pengaduanjugasudahdiberikan,disediakankotakpengaduan

dan nomortelpon yang dapatdihubungiuntukpengaduan
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sehinggaterlayanidenganbaiksetiapkeluhanataspelayanan

yangdiberikanLapas.

6.LayananPembinaan

Pembinaan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan

pemasyarakatan.Pembinaanmerupakancoreintiyangharus

dilaksanakanuntukmengembalikannarapidanakejalanhidup

yanglebihbaik.Fungsipembinaanharusdijalankandengan

baik untuk mengembalikan fungsi narapidana menjadi

manusia seutuhnya dan mandiri.Pelayanan pembinaan ini

harusdiutamakanagarsetiapnarapidanadapatmerasakan

pembinaanyangbaikdidalam Lapas,khususnyapembinaan

kepribadiandanpembinaankemandirian.

7.SaranadanPrasaranapelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana menjadihalyang utama

dalam mendukungprosespelaksanaanfungsiLapas.Ruang

pembinaan,sarana ibadah,klinikdan sarana lainnya yang

dapat mendukung proses pembinaan sehingga dapat

memaksimalkanpembinaandidalam Lapas.

8.Layananlaranganperedaranuangdidalam Lapas

Peredaranuangdidalam Lapasperludiaturdandiawasioleh

petugasLapas/Rutan.Untukmeningkatkanpelayanansetiap

Lapas tidak perlu menggunakan uang langsung tetapi

bekerjasamadengan pihakbankagardapatmenggunakan

uang bersifat bitcoin. Setiap narapidana hanya dapat

melakukantransaksipembeliandenganmenggunakankartu

bitcoinyangsudahdisiapkansehingganarapidanatidakdapat

menyentuh langsung uang dalam setiap transaksi.Halini

untuk mengurangipenyalahgunaan uang untuk transaksi

illegalsepertinarkoba,penipuan dan lain-lain yang ada di

dalam Lapas.

9.LayananPengamandanketertiban

Fungsipengamanan melahirkan ketertiban menjadifungsi

pokokdalam mewujudkanfungsipembinaanberjalandengan

baik.PeraturanMenteriNomor33Tahun2015menjadidasar

dalam pelaksanaan fungsipengamanan didalam Lapas.

Layanan Pengamaan dan ketertiban menjadibagian yang

harus diperhatikan dalam pengelolaan Lapas. Tanpa
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pengamanandanketertibanyangbaiktidakdapatberjalan

fungsipembinaanyangdiaturdidalam PeraturanPemerintah

Nomor31Tahun1999tentangPembinaandanPembimbingan.

Untukmelaksanakan fungsitersebutperlu dukungan yang

kuatdarifungsipengamanandidalam Lapas.

C.Kesimpulan

Berdasarkanpembahasantersebutdiatas,makadapatdisimpulkanbahwa:

1.PeningkatanpengelolaanLapasdiIndonesiaperludilakukandengantetap

mengacukepadaperaturandankebijakanyangditetapkanpadaPeraturan

Menterihukum dan HAM dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bentuk pengelolaannya dengan

memperbaikimanagemenLapasdanmeningkatkankualitasSumberDaya

Manusia yang siap memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan

perbaikanpengelolaanpemasyarakatan.

2.PeningkatanpengelolaanKinerjaLapasdenganmemberikanpelayananpada

setiapstandarpelayananyangadadiLapas.DenganadanyaWilayahBebas

Korupsidan Wilayah BirokrasiBersih Melayani,diharapkan agarsetiap

pelayananmasyarakatdannarapidanalebihmaksimaltanpaadaharapan

imbalandalam setiapmemberikanlayananagarmeningkatkankinerjaLapas

diIndonesia.
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